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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 503/DPMPTSP/IPPSPF/2023/009

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR,

bahwa untuk berdirinyn Satuan Pendidikan Formal di
Knbupaten Rokan Hilir diperlukan legalitas  hukum
dalam bentuk lzin Opcrasional yang dikukuhkan dengan
Keputusan Kepala Dinas  Penanaman Modal don
Peloynnan Terpadu Satu Pintu Knbupaten Roknn Hilir;

b. bahwa untuk dikelunrkan Surat lzin  Operasional
scbagnimann  dimaksud hurul a  harus memenuhi
ketentuan yang berlaku;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbanpgan  schagnimana
dimaksud pada hurul a dan hurul b perlu menctapkan
Keputusan Kepaln Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanon Terpadu Satu Pintu tentang Persetujuan lzin
Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal;

Menimbang o

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999  tentang
Pembentukan Knbupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu,
Knbupaten Rokan  Hilir, Kabupaten Sink, Kabupaten
Knrirnun, Kabupaten Notuno, Kabupaten Kuantan Sengingi
don Kota Batam [Lembaran Negara Republik Indonesin Tnhun
1999 MNomor 181, Tambahon Lemboron Nepora Republik
Indonesia Nomor 3902}, scboagaimona telnh diubah terokhir
dengan  Undang-Undang Nomoer 34 Tohun 2008 tentang
Perubnhan Ketign Atan Undang-Undang Nomer 53 Tuahun
1999 tentonyg, Pembentukan Kabupnaten Pelnlowan, Kabupalen
Rokan Hulu, EKabupaten Roknn  Hilir, Kobupaten Siak,
Knbupaten Knnmun, Knbupaten Natuna, Kabupaten Kunntan
Senpingi dun Kota Batum  (Lembaran  Negarn  Republik
Indonesin Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran

Negnra Republik Indonesin Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikon  Nansional  (Lembaran Negoara Republik
Imdonesin Tnhun 2003 Nomor 78, Tambahoan Lembarnn
Negnra Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tohun 2014  tentang
Pemerintahon Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2014 Nomor 244, Tambnhan Lembaran Negorn
Republik Indonesin Nomar 5587) sebagnimana telah diubah
beberapa kali, terakhir denpnn Undong-Undnng Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahinn Kedun Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah

Mengingat

Dipindai dengan CamScanner



=]

10.

L.

13.

14.

{Lembarnn Neparn Republik Indonesia Talun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia  Nomor
5679);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 657 3),

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenpgaraan Pendidikan (Lembaran
Nepara Republik Indonesin Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
5105) scbapnimann  dinbah dengan Pernturan
Pemerintuh Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Pernturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggarnan Pendidikan
[Lembaran Negara Republik Indoncsin Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Pernturnn Pemerintah Nomor 24 Tonhun 2018 tentang
Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Sccara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 62135);

Pernturan Pemerintah Nomor 5 Tonhun 2021 tentang
Penyelenggarnan  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tohun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesin Nomor 6617);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggarnnn  Pelayanan  Terpadu Satu - Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2014
Nomor 221);

Pernturan Menteri Pendidikan dan Kebudayann Nomor
2] Tahun 2013 tentang Pendinan Sntuan Pendidikan
Nonformal [Bernta Negarmn Republik Indonesin Tahun
2013 Nomor B877);

Pernturan Menteri Pendidikan dan Kebudayann Nomor
36 Tohun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,
dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Mencngnh
(Berita Negara Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor
607);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kemudaynan Nomor
#4 Tohun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Annk Usin Dini;

Peraturnn Menlteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggarnan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dnerah (Beritn Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Surat Edarnan Kementrinn Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang
Pemberian lzin Pendirinn Satuan Pendidikan;

Peraturnn Dacrah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
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Pernngkat Daeruh Kabupaten Rokan Hilir (Lembnran
Donerahh Tnhuny 2016 Nomor 1] sehapaimana Irlfllh
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peruturnn Duernh Kobupaten Rokan  iHilir Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan Peranpkat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daermh kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13);

Peruturun Bupati Rokan Hilir Nomor 58 Tuhun 2016
tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
Dan Tata Kerja Dinas Pennnaman Modal dan Pelayan

Pintu Kabupaten Rokan Hilir (Berita
58);

U

Terpadu  Satu
Daernh Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor
16, Pernturan Bupati Rokan Hilir Nomor 33 Tahun 2020
tentang Pendelegasinn Kewenangan i Bidang Pelayan
dun Penandatnngon Perizinun dan NonPerizinan Kepuda
Kepala Dinas Pennnaman Modal dan Pelayan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN
1ZIN PENDIRIAN ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL.
Memberikan  Persetujuan  Izin Pendirian  Atau Satuan
Pendidikan:

Namn Pendidiknn  : TK MENTARI PAGI KITA
Jenis Pendidikan  : Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat :JI. Simpanp Terobosan

Kel/Kep : Perkebunan Siarang Arang-arang
Hecamalan : Pujud

Kabupaten : Rokan Hilir

Penangeungiawab @ Usni BR. Barus
Rekomendasi OPD  : 421/DISDIKBUD-LKP/2023/035

Persetujunn  lzin  Pendirion  atou Satuan  Pendidikan
TK MENTARI PAGI KITA berlaku sclama 4 (empat) tahun
terhitung mulai tanggal 5 Juli 2023 s.d 5 Juli 2027

Keputusan ini mulai berlnku sejink tnnggal ditetapknn,

Ditetapknn di Bagansinpinpi

pada tanpgeal 5 Juli 2023

-KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
o 'DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABURATEN Y KAN HILIR,
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